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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016

TENTANG

PENGHARGAAN KALPATARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 huruf w Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat

memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan

penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di

bidang lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, masyarakat memiliki hak

dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk

berperan aktif dalam Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

c. bahwa berdasarkan huruf k angka 9 Lampiran Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diselenggarakan

oleh Pemerintah, dan dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
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dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diselenggarakan

Pemberian Penghargaan Kalpataru;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Penghargaan Kalpataru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun

2015;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 17);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18 /Menlhk-II/Tahun 2015 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan
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Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG PENGHARGAAN KALPATARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang

diberikan kepada mereka, baik individu, maupun

kelompok, yang dinilai berjasa dalam memelihara fungsi

lingkungan hidup.

2. Kalpataru adalah pohon kehidupan yang reliefnya

terpahat di Candi Mendut, Jawa Tengah dan

mencerminkan suatu tatanan lingkungan yang serasi,

selaras, dan seimbang serta merupakan tatanan yang

diidamkan karena melambangkan hutan, tanah, air,

udara, dan makhluk hidup.

3. Perintis Lingkungan adalah seseorang bukan pegawai

negeri dan bukan pula tokoh dari organisasi formal yang

berhasil merintis pengembangan dan melestarikan fungsi

lingkungan hidup secara menonjol luar biasa dan

merupakan kegiatan baru sama sekali bagi propinsi yang

bersangkutan.

4. Pengabdi lingkungan adalah petugas lapangan dan atau

pegawai negeri yang mengabdikan diri dalam usaha

pelestarian fungsi lingkungan hidup yang jauh

melampaui tugas pokoknya.
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5. Penyelamat Lingkungan adalah kelompok masyarakat

yang berhasil melakukan upaya-upaya penyelamatan

terhadap fungsi lingkungan hidup.

6. Pembina Lingkungan adalah pengusaha atau tokoh

masyarakat yang berhasil melestarikan fungsi lingkungan

hidup dan mempunyai pengaruh dan prakarsa untuk

membangkitkan kesadaran lingkungan dan peran

masyarakat guna melestarikan fungsi lingkungan hidup

atau berhasil menemukan teknologi baru yang ramah

lingkungan.

7. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan tanggung

jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang

mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang

Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Bagian Kedua

Prinsip Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 2

Pemberian Penghargaan Kalpataru dilaksanakan berdasarkan

Prinsip:

a. partisipatif;

b. edukatif;

c. sosial, ekonomi, budaya, ekologis; dan

d. berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 3

Tujuan pemberian penghargaan kalpataru untuk memberikan

apresiasi dan motivasi kepada individu dan masyarakat dalam

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

secara berkelanjutan.
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Bagian Keempat

Kategori Pemberian Penghargaan Kalpataru

Pasal 4

Pemberian Penghargaan Kalpataru meliputi 4 (empat)

Kategori, yaitu:

a. Perintis Lingkungan;

b. Pengabdi Lingkungan;

c. Penyelamat Lingkungan; dan

d. Pembina Lingkungan.

Pasal 5

Penyelenggara penghargaan kalpataru yaitu Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU

Pasal 6

(1) Persyaratan individu untuk mendapatkan penghargaan

kalpataru sebagai Perintis, Pengabdi dan Pembina

Lingkungan yaitu:

a. warga negara Indonesia;

b. berkelakuan baik; dan

c. pada waktu diusulkan tidak dijatuhi hukuman

pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.

(2) Persyaratan Kelompok untuk mendapatkan penghargaan

kalpataru sebagai Penyelamat Lingkungan yaitu:

a. Warga Negara Indonesia; dan

b. paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang dan

berdomisili ditempat yang sama;
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